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PENETAPAN
Nomor 1823/Pdt.G/2023/PA.Tmk

[P

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXX, NIK 3278026402780003, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 05 Juli
1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX
XXXxXX, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA, JAWA
BARAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXX.,
Advokat berkantor di XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2023 yang telah

didaftar dalam Register Kuasa Nomor
1712/Reg.K/1823/2023/PA.Tmk tanggal 06 Desember 2023;
Penggugat;

Lawan

XXXXXX, NIK 3206330107450067, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 15
November 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx,
bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA, JAWA BARAT;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Desember 2023
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama XxXx XXXXXXXxxxx dengan

Nomor 1823/Pdt.G/2023/PA.Tmk, tanggal 06 Desember 2023, dengan dalil-dalil

pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 05
Mei 2001 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur, sebagaimana tercatat dalam buku
kutipan akta nikah nomor 246/09/V/2001, tertanggal 08 Mei 2001;
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2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah
merasakan kehidupan berumah tangga yang rukun bahagia dan bergaul
layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan 6 (enam) orang anak:
3. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
hanya bertahan selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun lamanya,
karena sejak sekitar awal 2023 rumah tangga penggugat dan tergugat
mulai retak, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk di
damaikan dan keadaan tersebut memuncak pada sekitar Juni 2023
sehingga menyebabkan pisah selama kurang lebih 6 (enam) bulan
lamanya;

4, Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut
dikarenakan tergugat kurang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi rumah
tangga, sehingga penggugat tidak menerima keadaan tersebut;

5. Bahwa usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga
antara Penggugat dengan Tergugat telah ditempuh, namun usaha tersebut
tidak berhasil;

6. Bahwa selama pisah Penggugat dan sudah Tergugat tidak lagi
saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami-istri;

7. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada
harapan berumah tangga dengan tentram dan damai maka Penggugat
berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;

8. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang
bahagia sebagaimana yang dimaksud dalam UU. No. 1 tahun 1974 sudah
tidak dapat tercapai lagi oleh penggugat dengan tergugat maka sudah
selayaknya menurut hukum apabila pengadilan Agama XXXX XXXXXXXXXXX
mengabulkan gugatan penggugat aquo;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama xxxx XXxXxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Thalag Satu yang ke satu Bain Sughro Tergugat
(TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum;
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Atau:
Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah memberikan kuasa
khusus kepada XXXXXX., Advokat yang berkantor di XXXXXX Xxxx
XXXXXXXXXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2023, dan
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XxXX XXXXXXXXXxX dengan
Nomor 1712/Reg.K/1823/2023/PA.Tmk tanggal 06 Desember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat
tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)
yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili
Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak
datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut menurut relaas Nomor 1823/Pdt.G/2023/PA.Tmk tanggal 7
Desember 2023 dan 14 Desember 2023 yang dibacakan di dalam sidang,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu
halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya
agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat Majelis
Hakim Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim
mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa
Khusus Penggugat tanggal 30 November 2023, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXX XXXXXXXXXXX dengan Nomor
1712/Reg.K/1823/2023/PA.Tmk tanggal 06 Desember 2023, ternyata telah
sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI
Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah
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pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan
ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan
bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah
sehingga Majelis Hakim harus menyatakan bahwa surat kuasa khusus dari
Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa
Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka
Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara
resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;
Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum
Islam, Majelis Hakim pada persidangan telah berusaha semaksimal mungkin
menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina
rumah tangga dengan rukun dan harmonis bersama Tergugat, dan usaha
tersebut ternyata berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi pada persidangan sebelum gugatan
Penggugat dibacakan, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan mencabut
surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari
Penggugat apalagi Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah
hadir di Persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 271 Rv jo Pasal 272 Rv
pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat
dikabulkan;
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Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini
telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu
memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam
register perkara dalam kolom keterangan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI
1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan perkara  Nomor
1823/Pdt.G/2023/PA.Tmk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama XXXX XXXXXXXXXXX

untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

ini sejumlah Rp175000,00 ( seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil
Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Fachruddin Zakarya, S.H. sebagai Ketua Majelis,
Fidia Nurul Maulidah, S.H.l. dan Nur Halimah, S.H.l. sebagai Hakim Anggota,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua
Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Tyas Santika
Ningrum, S.H., M.Kn sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
Ketua Majelis,

Fachruddin Zakarya, S.H.
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Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. Nur Halimah, S.H.l.
Panitera Pengganti

Tyas Santika Ningrum, S.H., M.Kn
Perincian Biaya:

1. PNBP : Rp60.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp30.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
Jumlah Rp175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
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